
WALi KOTA SINGKAWANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALi KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 61  TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KOTA SINGKAWANG 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA SINGKAWANG, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang 

efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan 

penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; 

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 6 1  Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Singkawang sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 61  Tahun 

2021  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Singkawang sudah tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61  Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Singkawang; 



Mengingat 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 9 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 

2019  tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

970); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 525); 

7 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 



Menetapkan 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546); 

8. Peraturan Daerah Kota Singakwang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 5 1 )  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Singkawang Nomor 82); 

9 .  Peraturan Wali Kota Nomor 6 1  Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang 

(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 

61 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 61  Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang 

(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 

102); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALi KOTA SINGKAWANG TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA 

NOMOR 6 1  TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61  Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 



2021 Nomor 61 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 

102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 1  Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

( 1 )  huruf b  mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas PD, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan 

pembinaan administrasi bidang keagamaan (bina mental spiritual), 

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

2 .  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang keagamaan (bina 

mental spiritual), kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang 

keagamaan (bina mental spiritual), kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD bidang 

keagamaan (bina mental spiritual), kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 

bidang keagamaan (bina mental spiritual), kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat; 

e . penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang 

keagamaan (bina mental spiritual), kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 



3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat ( 1 )  huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi 

bidang fasilitasi kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, 

serta evaluasi dan pelaporan pembangunan. 

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang 

fasilitasi kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, serta 

evaluasi dan pelaporan pembangunan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

bidang fasilitasi kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, 

serta evaluasi dan pelaporan pembangunan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 

bidang fasilitasi kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan 

serta evaluasi dan pelaporan pembangunan; 

d. penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan bidang fasilitasi kebijakan pembangunan, pengendalian 

pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan pembangunan; 

e . penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kebijakan 

pembangunan, pengendalian pembangunan, serta evaluasi dan 

pelaporan pembangunan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 



Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 25 Mei 2023 

Pj. WALi KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SUMASTRO 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 25 Mei 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SUTIARNO 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 9 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP. 19740716 200502 1 001 


